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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
1. Pengertian Bank 
Bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara dan besarnya 
tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dalam industri 
perbankan menyebabkan perbankan menjadi industri yang paling banyak 
dan ketat diatur. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang dibuat di industri 
perbankan pada akhirnya akan bermuara pada satu tujuan, yakni 
menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan stabil. Dengan 
demikian, bank dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan 
secara optimal.Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tetang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat.9 
Bank adalah lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya berkaitan 
dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha dari bank akan selalu 
dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat untuk memperlancar 
terjadinya perdagangan. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait 
dengan komoditas antara lain adalah: 1)memindahkan uang; 2) menerima 
                                                             
9 Ikit. 2015.Penghimpunan Dana Bank Syariah. Yogyakarta. Deepublish. hal. 40. 
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dan membayar kembali uang dalam rekening koran; 3)mendiskonto surat 
wesel, surat order, maupun surat berharga lainnya; 4) membeli dan 
menjual surat-surat berharga; 5) membeli dan menjual cek, surat wesel, 
dan memberi jaminan.10 
Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 
jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap 
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik 
hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-
duanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.11 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank sebagai 
lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank memiliki 
peranan yang sangat penting dalam perekonomian, karena penyaluran 
kredit pada sektor riil akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan 
memperluas kesempatan kerja melalui penyediaan sejumlah dana 
pembangunan dan memajukan dunia usaha. 
Bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu:12 
1. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum 
                                                             
10 Ibid. hal. 45. 
11 Zakaria, E.R., Murni, S., Baramuli, D.N, 2014, Analisis Posisi Kinerja Keuangan 
antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia, Jurnal EMBA, Vol. 2, No, 4 Desember 
2014, hal 258-268. 
12Ikit, Op.cit. hal. 44. 
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Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 
umum konvensional merupakan bank konvensional yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
2. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank 
umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum 
Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Sementara fungsi bank dalam perekonomian suatu negara dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut:13 
1. Fungsi bank sebagai agent of trust, artinya bahwa aktivitas bank 
sebagai financial intermediary menjalankan fungsinya atas dasar 
kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat kepercayaan 
masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola dan 
mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. 
Fungsi bank sebagai agent of trust, hal ini tentu tidak terlepas dari 
prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak 
                                                             
13 Nazrian, A., Hidayat, P, 2012. Studi Tentang Keputusan Nasabah Dalam Menabung di 
Bank Sumut Cabang USU Medan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Jurnal Ekonomi 
dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, hal 14-21. 
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2. Fungsi bank sebagai agent of development, artinya guna mewujudkan 
pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian, bank dianggap 
sebagai lembaga yang cukup berperan signifikan. Hal ini dikarenakan 
aktivitas bank sebagai financial intermediary dapat mempertemukan 
sektor riil dan sektor moneter untuk berinteraksi. Sebagian besar 
peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi 
perbankan sehingga interaksi sektor riil dan sektor moneter diharapkan 
berjalan dengan baik demi mendukung proses pembangunan. 
3. Fungsi bank sebagai agent of service, artinya bank diketahui juga 
sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa yang lebih beragam, 
dengan kata lain aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal 
menghimpun dana dan menyalurkan dana ditengah masyarakat. 
Sedangkan, beban bank sebagaimana yang dikemukakan di atas terdiri 
dari:14 
1. Beban  bunga,  yaitu  beban  bunga  dan beban lain yang dikeluarkan 
secara langsung dalam rangka penghimpunan dana termasuk  
pemberian  hadiah; 
2. Beban  operasional  lainnya,  yaitu  beban yang  berupa  beban  bukan  
bunga  yang terdiri  dari  beban  administrasi  dan umum, beban 
personalia, penyisihan dan penurunan  atas  aktiva  produktif  serta 
beban  operasional  non  bunga  lainnya. Beban  operasional  lainnya  
disebut  pula sebagai overhead cost; 
                                                             
14 Qurniawati, Rina S, 2013, Efisiensi  Perbankan  di  Indonesia dan  Pengaruhnya  
Terhadap  Return  Saham dengan  Pendekatan Data Envelopment  Analysis (DEA), Jurnal 
Manajemen dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, Juni 2013, hal. 27-40. 
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3. Beban non operasional, yaitu beban yang diakibatkan  dari  kegiatan  
yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, 
misalnya rugi dari penjualan aktiva  tetap; 
 
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang berpengalaman di bidang pembiayaan perumahan dan industri 
ikutannya telah mampu mengemban tugas Negara untuk mensejahterakan 
masyarakat Indonesia melalui kegiatan usaha yang dilakukannya dengan 
menyalurkan KPR dan kredit lainnya serta menghimpun dana masyarakat 
melalui Tabungan, Deposito, dan Giro. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selanjutnya disebut Bank BTN 
sebagai Badan Usaha Miliki Negara yang berdiri sejak 9 Februari 1950 
memiliki fokus pada pembiayaan perumahan. Fokus bisnis Bank BTN sesuai 
dengan visinya yaitu “Menjadi bank yang terkemuka dalamm pembiayaan 
perumahan.” Hal ini dikarenakan kebutuhan akan hunian atau rumah 
merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, akan tetapi kadangkala 
masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian rumah secara 
tunai yang disebabkan dana yang dbutuhkan relatif besar. Oleh karena itu, 
Bank BTN memberikan solusi bagi masyarakat dengan menyediakan layanan 
pembelian rumah secara kredit. 
Secara Internal, Bank BTN tiada henti meningkatkan kinerja 
operasionalnya melalui berbagai perbaikan sistem. Restrukturisasi yang 
berkelanjutan guna memperkuat landasan untuk menjadikan Bank BTN 
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menjadi sebuah bank umum dengan focus pada pinjaman perumahan dan 
industry ikutannya juga terus didorong untuk semakin diakselerasikan. 
Dari tahun ke tahun, Bank BTN berupaya untuk melaksanakan 
diversifikasi sarana dan prasarana. Terutama dengan cara pembukaan Kantor 
Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia.15 
a. Visi dan Misi PT. Bank BTN (Persero) 
1. Visi 
“Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan” (a 
leasing bank in housing finance) 
2. Misi 
a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan 
dan industry terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil 
menengah; 
b. Meningkatkan keungglan kompetitif melalui inovasi 
pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis 
teknologi terkini; 
c. Menyiapkan dan mengembankan Human Capital yang 
berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi; 
d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian dan good corporate governance untuk 
meningkatkan Shareholder Value; 
e. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. 
                                                             
15 Profil Bank Tabungan Negara. http://www.btn.co.id . Diakses pada 1 Desember 2017. 
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b.  Produk-Produk Bank BTN Terkait Kredit 
Produk-Produk Bank BTN terkait kredit masuk dalam penggolongan 
Produk Penyaluran Dana, yaitu meliputi:16 
1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi 
Ini merupakan fasilitas kredit KPR bagi nasabah. Bank BTN 
bekerjasama dengan Kementrerian Perumahan Rakyat yang diberikan 
kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 
Keunggulannya antara lain: 
1) Tenor sampai dengan 20 tahun 
2) Pinjaman KPR 
3) Flat Suku Bunga 
4) 80% margin pembiayaan 
5) Pencairan 7 hari 
2. Kredit Bangun Rumah (KBR) 
Kredit Bangun Rumah (KBR) dari Bank BTN adalah fasilitas 
kredit bagi masyarakat yang ingin membangun rumah diatas tanah 
milik sendiri. 
Keunggulannya antara lain: 
1) Suku bunga kompetitif 
2) Proses cepat dan mudah 
3) Jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 10 tahun 
 
 
                                                             
16 Produk-Produk Bank Tabungan Negara. http://www.btn.co.id . Diakses pada 1 
Desember 2017. 
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3. Kredit Griya Multi (KGM) 
Fasilitas kredit ini diperuntukkan bagi pemohon/calon debitur 
perorangan untuk berbagai keperluan.  
Keunggulannya antara lain: 
1) Nilai kredit bebas 
2) Penggunaan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan 
hukum yag berlaku 
3) Jangka waktu kredit sampai dengan 10 tahun 
4) Kredit di-cover dengan Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi 
Kebakaran. 
4. KPR BTN Platinum 
KPR BTN Platinum merupakan kredit kepemilikan rumah dari 
bank BTN untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun 
non developer, baik untuk pembelian rumah baru maupun 
bekas/second, pembelian rumah belum jadi (indent) maupun take over 
kredit dari bank lain. 
Keunggulan KPR ini antara lain: 
1) Suku bunga kompetitif 
2) Proses cepat dan mudah 
3) Jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 25 tahun 
4) Perlindungan asuransi jiwa kredit, asuransi kebakaran, dan 
gempa bumi 
5) Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di 
seluruh wilayah Indonesia. 
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5. Kredit Griya Utama (KGU) 
Fasilitas kredit ini diberikan oleh Bank untuk membeli Rumah 
Toko guna dihuni dan digunakan sebagai toko. 
6. Kredit Swadana 
Fasilitas kredit ini diberikan kepada nasabah dengan jaminan 
berupa sebagian atau seluruh simpanan (baik berupa tabungan 
maupun deposito) yang disimpan di Bank. 
7. Kring Batara Payroll 
Fasilitas kredit ini diberikan kepada karyawan perusahaan/instansi 
dengan agunan gaji karyawan tersebut. 
Keunggulannya antara lain: 
1) Proses cepat dan persyaratan ringan 
2) Suku bunga bersaing 
3) Maksimal kredit sampai dengan Rp. 100 Juta 
4) Jangka waktu kredit sampai dengan 5 tahun 
8. Kring Batara Non Payroll 
Kredit Ringan BTN (Kring BTN) merupakan fasilitas cicilan 
ringan bagi karyawan perusahaan/instansi hanya dengan mengajukan 
SK pegawai anda untuk mendapatkan kredit. 
Keunggulannya antara lain: 
1) Pembiayaan hingga Rp.150 juta 
2) Tenor sampai dengan 5 tahun 
3) Pencairan 7  hari. 
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B. Tinjauan Tentang Parate Eksekusi menurut Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
 
1. Pengertian Hak Tanggungan 
Hak tanggungan sebagai hak jaminan dalam UU No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan (UUHT). Hak tanggungan adalah hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU 
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut 
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditur lain. Terdapat beberapa dasar hukum 
yang digunakan sebagai landasan dalam pengaturan hak tanggungan, 
yaitu:17 
a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 33 ayat 3 yang 
menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 yang berkenaan 
dengan tanah diatur juga dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104; TLN 
Nomor 2043). 
                                                             
17Marindowati. 2007. Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1996, Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1 Januari – April 2007. 
27 
 
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
tanah beserta bebda-benda yang berkaitan dengan tanah (Lembaran 
Negara 1996 No. 42; TLN Nomor 3632). 
Hak tanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:18 
a. Hak tanggungan memberikan hak preferent (Pasal 1(1) UUHT), 
artinya bila debitur cidera janji atauu lalai membayar hutangnya maka 
seorang kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk 
menjual jaminan, dan kreditur pemegang jaminan diutamakan untuk 
mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan jaminan tersebut. 
b. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UUHT), artinya hak 
tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dari setiap 
bagian daripadanya. Pelunasan sebagian dari utang yang dijamin 
tidak berarti terbebasnya sebagian objek tersebut dari beban hak 
tanggungan, melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh 
objek tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Sifat tidak 
dapat dibagi-bagi dalam hak tanggungan tidak berlaku mutlak atau 
dapat dikecualikan (misalnya dalam pemberian kredit untuk 
keperluan pembangunan kompleks perumahan dengan jaminan 
sebidang tanah proyek perumahan tersebut) asal dijanjikan secara 
tegas dalam akta pemberian hak tanggungan. 
c. Hak tanggungan mempunyai sifat droit de suite (Pasal 7 UUHT), 
artinya pemegang hak tanggungan mempunyaii hak mengikuti objek 
                                                             
18YLBHI, 2007, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta. YLBHI. hal. 147. 
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hak tanggungan, meskipun objek hak tanggungan telah berpindah dan 
menjadi milik pihak lain.  
d. Hak tanggungan mempunyai sifat accesoir (Pasal 10(1) dan 18 (1) 
UUHT), Artinya hak tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri 
tetapi lahirnya, keberadaannya, atau eksistensinya, atau hapusnya 
tergantung perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau 
perjanjian utang lainnya. Hak tanggungan terhapus apabila perjanjian 
pokoknya yang menimbulkan utang putang terhapus disebabkan 
karena lunasnya kredit atau lunasnya utang atau sebab lain. Sifat 
accessoir ini memberikan konsekuensi bahwa dalam hal piutang 
beralih kepada kreditur lain, maka hak tanggungan yang 
menjaminnya ikut beralih kepada kreditur baru tersebut.  
Beberapa unsur pokok dalam hak tanggungan terdiri dari:19 
a. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. 
b. Obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA 
c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya saja, tetapi dapat 
pula dibebankan berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu. 
d. Utang yang dipinjam harus suatu utang tertentu. 
e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 
kepada kreditur lainnya.  
                                                             
19Marindowati. Op.cit. 
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Beberapa segi yuridis yang harus diperhatikan oleh Kreditur (Bank) 
dalam menerima hak atas tanah sebagai obyek jaminan kredit berupa hak 
tanggungan adalah :20 
a. Segi kepemilikan tanah yang dijadikan obyek jaminan 
b. Segi pemeriksaan setifikat tanah dan kebenaran letak tanah yang 
dijadikan obyek jaminan. 
c. Segi kewenangan untuk membebankan Hak Tanggungan atas tanah 
yang dijadikan obyek jaminan 
d. Segi kemudahan untuk melakukan eksekusi atau penjualan tanah 
yang dijadikan obyek jaminan 
e. Segi kedudukan Bank sebagai Kreditur yang preferen. 
 
2. Subyek dan Obyek Hak Tanggungan 
Subjek hak tanggungan menurut Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 UUHT baik 
pemberi maupun pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau 
badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan pada saat 
pendaftaran hak tanggungan dilakukan, sedangkan pemegang hak 
tanggungan berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang 
(kreditor).21Subjek hak tanggungan adalah:22 
                                                             
20Ngadenan. 2010. Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit 
Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Mungkid.Jurnal Law Reform. April 
2010. Vol. 5, No. 1: 118-135. 
21Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin. 2016. Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta. 
Deepublish. hal.  88. 
22Marindowati. Op.cit. 
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a. Kreditur (pemegang hak tanggungan), yaitu siapapun juga yang 
berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, 
yaitu baik orang perorangan warga negara Indonesia mauppun orang 
asing. Syarat-syarat sebagai pemegang hak tanggungan adalah:23 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Warga Negara Asing baik yang berdomisili di Indonesia maupun 
di mancanegara. 
3) Badan hukum Indonesia 
4) Badan Hukum Asing, baik yang mempunyai kantor perwakilan di 
Indonesia maupun yang berkantor pusat di mancanegara.  
b. Debitur atau pihak yang memberikan Hak Tanggungan Pasal 8 ayat 1 
UUHT menentukan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang 
perorangan tau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek tanggungan. Syarat-
syarat sebagai \ pemberi hak tanggungan adalah:24 
1) Warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal 
sebagai pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. 
2) Badan hukum Indonesia sebagai pemegang hak guna usaha, hak 
guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. 
                                                             
23Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, Op.cit. 
24Ibid. 
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3) Warga Negara Asing baik yang berdomisili di dan menjadi 
penduduk Indonesia sebagai pemegang hak pakai atas tanah 
negara. 
4)  Badan Hukum Asing yang mempunyai kantor perwakilan di 
Indonesia sebagai pemegang hak pakai atas tanah negara.  
Selain subyek hak tanggungan, juga terdapat obyek hak tanggungan. 
Obyek hak tanggungan adalah sesuatu yang dapat dibebani dengan hak 
tanggungan. Pasal 5 ayat 1 UUHT menentukan bahwa suatu obyek hak 
tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin 
pelunasan lebih dari satu hak hutang. Obyek hak tanggungan antara lain: 
a) hak milik (Pasal 25 UUPA); b) hak guna usaha (Pasal 33 UUPA); c) 
hak guna bangunan (Pasal 39 UUPPA); d) hak pakai atas tanah negara 
yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan; dan e) hak pakai atas hak 
milik.25 
Persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai objek 
antara lain: 
a. Dapat dinilai dengan uang karena hutang yang dijamin berupa uang. 
b. Termasuk hak yang wajib didaftar dalam daftar umum karena harus 
memenuhi syarat spesialitas dan publisitas. 
c. Mempunyai sifat yang dapat dipindahtangankan karena apabila 
debitor cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dijual di 
muka umum 
                                                             
25Marindowati. Op.cit. 
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d. Memerlukan penunjukan oleh undang-undang. 
Maka sesuai dengan syarat di atas objek hak tanggungan sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 4 jo Pasal 27 UUHT dan Penjelasan Umum angka (5) 
adalah hak atas tanah dengan status sebagai berikut.26 
a. Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) a, b, c 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA (Pasal 4 
ayat (1) UUHT) yaitu: 
b. Yang ditunjuk oleh UURS (lihat Pasal 27 UUHT jo. Pasal 12 dan 13 
UURS). 
c. Rumah susun yang berdiri di aatas tanah hak milik, hak guna 
bangunan dan hak pakai atas tanah negara (Pasal 12 ayat (1) aUURS 
jo. Pasal 27 UUHT berikut penjelasannya). 
d. Hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri di atas 
tanah hak mili, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara 
(Pasal 13a UURS jo. Pasal 27 UHT berikut penjelasannya). 
e. Yang ditunjuk oleh UUHT (Pasal 4 ayat (2) UUHT). 
f.  Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku 
wajib ddaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. 
 
3. Pembebanan Hak Tanggungan 
Tahap pembebanan hak tanggungan didahului dengan janji akan 
memberikan hak tanggungan. Menurut pasal 10 ayat (1) UUHT, janji 
                                                             
26Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, Op.cit. 
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tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari perjanjian utang piutang. 
Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, 
yaitu:27 
a. Tahap pemberian/pembebanan hak tanggungan 
1) Untuk keperluan pembebanan hak tanggungan, debitor harus 
menyerahkan kepada bank Sertifikat Hak atas Tanah yang akan 
dibebani hak tanggungan. Sertifikat hak atas tanah tersebut dapat 
atas nama debitor sendiri atau atas nama pihak ketiga. 
2) Selain harus menyerahkan sertifikat hak atas tanah, debitor atau 
pemilik tanah juga harus mengusahakan dan menyerahkan kepada 
bank, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPPT) dari Kantor 
Pertanahan. SKPT tersebut dapat pula langsung dimintakan oleh 
bamk kepada Kantor Pertanahan. SKPT tersebut memuat 
keterangan mengenai keabsahan dari Sertifikat Hak atas Tanah, 
status tanah tersebut dalam sengketa atau diletakkan sita oleh 
pengadilan atau tidak, tanah sudah atau belum dibebani hak 
tanggungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran 
tanah. 
3) Demi menjamin keamanan, selain informasi yang diperoleh dari 
SKPT, kreditor (bank) juga mencari informasi lainnya antara lain 
melalui: 
                                                             
27Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari, 2016. Kedudukan Akta Izin Roya Hak tanggungan 
Sebagai Sertifikat Pengganti Hak Tanggungan Yang Hilang. Jakarta. Visimedia. hal. 47. 
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a) Melihat rencana tata kelola, untuk melihat peruntukkan tanah 
tersebut di masa yang akan datang. 
b) Memeriksa lokasi tanah untuk mencocokkan letak dan batas 
tanah berikut bangunan (bila ada) antara rincian yang ada 
dalam sertifikat dengan keadaan yang sebenarnya, 
memperkirakan laku atau tdaknya apabila di masa mendatang 
tanah tersebut di lelang, dan menaksir harga untuk 
menentukan nilai objek tanggungan. 
4) Setelah penggalian informasi oleh bank dianggap cukup, maka 
perjanjian kredit disepakati kemudian pihak bank dan pemilik 
tanah atau juga sebagai debitor mendatangi PPAT yang 
wewenangnya meliputi daerah di mana objek hak tanggungan 
tersebut berada untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku APHT. APHT tersebut kemudian ditandatangani oleh 
para pihak sebagai pemegang dan pemberi hak tanggungan, saksi, 
dan PPAT yang juga sebagai notaris pada saat pembuatan akta 
perjanjian kredit. 
b. Tahap pendaftaran hak tanggungan 
Menurut pasal 13 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa UUHT 
APHT selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah 
penandatanganan yang wilayahnya meliputi daerah di mana tanah 
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yang dibebani hak tanggungan tersebut berada. Selain APHT untuk 
keperluan pendaftaran juga harus disertakan Sertifikat Hak atas 
Tanah yang dibebani hak tanggungan. 
Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) UUHT dijelaskan bahwa 
sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan 
menerbitkan sertifikat hak tanggungan, Hal ini berarti sertifikat hak 
tanggungan merupakan bukti adanya hak tanggungan. Oleh karena itu 
maka sertifikat hak tanggungan dapat membuktikan sesuatu yang 
pada saat pembuatannya sudah ada atau dengan kata lain yang 
menjadi patokan pokok tanggal pendaftaran atau pencatatannya 
dalam buku tanah hak tanggungan.28 
Berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa untuk pendaftaran hak 
tanggungan yang objeknya berupa hak atas tanah atau hak milik atas 
satuan rumah susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi hak 
tanggungan, PPAT yang membuat APHT wajib selambat-lambatnya 
tujuh hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan 
kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan terdiri dari: 
1) Surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap dua dan memuat 
daftar jenis surat-surat yang disampaikan. 
                                                             
28 Sutardja Sudrajat. 2000. Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penertibtan Sertifikatnya. 
Bandung. Mandar Maju. Hal.54. 
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2) Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerima hak 
tanggungan. 
3) Fotokopi surat bukti identitas pemberi dan pemegang hak 
tanggungan. 
4) Sertifikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun yang menjadi objek tanggungan. 
5) Lembar kedua akta pemberian hak tanggungan. 
6) Salinan akta pemberian hak tanggungan yang sudah di paraf oleh 
PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan sertifikat hak 
tanggungan. 
7) Surat kuasa membebankan hak tanggungan apabila pemberian 
hak tanggungan dilakukan melalui kuasa.  
 
a. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
Semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat, 
kecenderungan untuk melakukan sesuatu diluar pekerjaan rutinnya, 
semakin kurang mendapat perhatian. Apabila menyangkut masalah yang 
memang benar-benar bukan bidang keahliannya. Oleh karena itu tidak 
jarang untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal tersebut dengan 
menggunakan jasa pihak lain, yaitu dengan member kuasa kepada pihak 
yang akan mewakilinya menyelesaikan urusan tersebut atas nama yang 
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member kuasa. Hal tersebut memungkinkan, karena hukum telah 
memberikan peluang untuk melakukannya. 
Dalam pasal 1792 KUHPerdata, memberikan rumusan tentang 
pemberian kuasa yaitu: 
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk 
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 
 
Maksud dari menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu 
perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau 
melahirkan suatu akibat hukum, Dengan demikian pemberian kuasa 
tersebut dimaksudkan pemberian wewenang untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum untuk kepentingannya dan atas nama pemberi kuasa. 
Pemberian kuasa tidak terikat terhadap formalitas tertentu (baik cara 
pemberian kuasa maupun bentuknya), sebagaimana yang telah 
dirumuskan dalam pasal 1793KUHPerdata, yaitu: 
“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam 
suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun 
dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-
diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” 
 
Pemberian kuasa tersebut merupakan pemberian kuasa yang bersifat 
umum, sehingga tidak memerlukan formalitas khusus , lain halnya 
dengan pemberian kuasa yang bersifat khusus seperti yang diatur pada 
pasal 1795 KUHPerdata bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara 
khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau 
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secara umum yaitu meliput segala kepentingan si pemberi kuasa. Yang 
mana perbuatan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, 
diperlukan suatu pemberian kuasadengan kata-kata yang tegas.29 
Mengenai isi dari pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 
yaitu pemberian kuasa secara khusus dan pemberian kuasa secara umum, 
pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya 
meliputi perbuatan-perbuatan yang bersifat kepengurusan (beheren), 
sedangkan pemberian kuasa secara khusus yaitu perbuatan-perbuatan 
yang dimaksud memindahtangankan benda-benda, untuk meletakkan 
hipotik atau hak tanggungan, melakukan perdamaian, dan sebagainya 
yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik.30 
Terhadap kuasa membebankan Hak Tanggungan, yang merupakan 
kuasa khusus untuk membebankan hak tanggungan, pada dasarnya 
pemberi hak tanggunan wajib hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir sendiri 
makania wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Ketidakhadiran pemberi 
hak tanggungan di hadapan PPAT pada saat pembuatan Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT) merupakan alasan yang memperkenan 
pemberi hak tanggungan untuk membuat atau mempergunakan Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). 
                                                             
29Maria S.W.Sumardjono. 2000. Prinsip Dasar dan Beberapa Isu di Seputar UU Hak 
Tanggungan. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.67. 
30Salim. 2010. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar 
Grafika. Hal.86. 
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Seorang kuasa menerima kuasa dari pemberi kuasa hanya dalam 
hubungan intern antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana 
penerima kuasa tidak berhak mewakili pemberi kuasa untuk melakukan 
hubungan dengan pihak ketiga, maka perjanjian kuasa ini tidak 
melahirkan suatu perwakilan. Arttinya bahwa pemberi kuasa merupakan 
suatu perjanjian yang melahirkan perwakilan, yaitu adanya orang yang 
mewakili orang lain untuk melakukan perbuatan hukum. 
Surat Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang 
diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai pemberi kuasa kepada 
penerima kuasa khusus untuk membebankan suatu benda dengan Hak 
tanggungan.31 
Penjelasan umum angka 7 dan penjelasan pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa pemberian hak tanggungan 
wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan dengan cara hadir 
di hadapan PPAT. Hanya apabila sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri 
di hadapan PPAT, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, 
dengan Surat Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang 
berbentuk akta otentik. 
Pembuatan SKMHT selain oleh notaries juga ditugaskan kepada 
PPAT, karena PPAT ini yang keberadaannya sampai wilayah kecamatan 
dalam rangka pelayanan di bidang pertahanan. Kewenangan PPAT 
membuat SKMHT selain tercantum dalam pasal 15 ayat (1) Undang-
                                                             
31Mariam Darus Badrulzaman. 2009. Kompilasi Hukum Jaminan. Bandung. Mandar 
Maju. Hal.76. 
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undang Hak tanggungan, juga berdasarkan penjelasan umum angka 7 
Undang-undang hak tanggungan yang antara lain menyatakan:32 
1. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 
pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan 
hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti 
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang 
terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Sebagai pejabat 
umum tersebut akta-akta yang dibuat PPAT merupakan akta otentik; 
2. Pembuatan SKMHT selain kepada notaries, ditugaskan juga kepada 
PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan untuk 
memudahkan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 
Notaris berwenang membuat SKMHT untuk tanah-tanah di seluruh 
wilayah Indonesia, maka PPAT hanya boleh membuat SKMHT untuk 
tanah-tanah yang berada di dalam wilayah jabatannya terutama di 
tempat-tempat dimana tidak ada notaries yang bertugas. Sepertinya tidak 
logis, kalau untuk SKMHT, kewenangan PPAT harus dibatasi sampai 
seluas wilayah kerjanya, karena kuasa itu pada umumnya nantinya tidak 
akan dilaksanakan untuk menandatangani APHT di hadapan PPAT lain 
di wilayah kerjanya meliputi letak tanah. Pemberian kuasa tidak ada 
kaitannyadengan letak tanah, karena bukan merupakan transaksi tanah. 
Suatu kuasa justru sangat dibutuhkan kalau letak tanah berjauhan dengan 
                                                             
32Adrain Sutedi. 2007. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta. Sinar 
Grafika. Hal.60. 
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tempat tinggal si pemilik. Kalau dekat mungkin adanya kuasa tidak 
dibutuhkan atau pada umumnya kebutuhan ini tidak terlalu besar.33 
Terhadap obyek jaminan yang bukan merupakan pemilik dari 
debitur, maka pemilik tanah juga ikut menyetujui dan bertandatangan 
pada perjanjian kredit sebagai penjamin yang menggunakan SKMHT 
tersebut, karena sebagai penjamin maka yang bertanda tangan dalam 
SKMHT adalah penjamin tersebut. 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada dasarnya tidak 
memuat perbuatan hukum yang lain baik berupa menjual, menyewakan 
obyek hak tanggungan atau memperpanjang hak atas tanah yang diatur 
dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hak tanggungan, sehingga 
dapat dikatakan bahwa SKMHT bukan merupakan jaminan, akan tetapi 
sebagai upaya awal bagi debitur untuk memberikan kepercayaan kepada 
pihak bank bahwa debitur mempunyai itikad baik dalam perjanjian 
kredit dengan memberikan kuasa kepada pihak bank untuk 
meningkatkan kedudukan tanah yang digunakan untuk agunan ke Akta 
Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Perubahan dari SKMHT 
menjadi APHT, maka posisi agunan berubah menjadi jaminan, sehingga 
kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas tanah yang 
dijaminkan karena adanya sertipikat hak tanggungan yang mempunyai 
kekuatan eksekutorial. 
 
                                                             
33Satrio. Hal.308-309. Dalam Rachmadi Usman. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. 
Jakarta. Sinar Grafika. Hal.441. 
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1) Bentuk dan Isi SKMHT 
Ketentuan bahwa untuk pembuatan SKMHT harus dengan akta 
otentik yang dibuat oleh Notaris ataupun PPAT yang meliputi wilayah 
kerjanya. Selain harus dibuat dengan akta otentik mengenai bentuk dan 
isi SKMHT telag diseragamkan dengan blangko SKMHT yang 
dibuat/dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang 
telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak 
Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak 
Tanggungan. 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selain harus 
berbentuk akta otentik serta sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996, 
juga berisi kuasa untuk membuat/dibuatkan serta menandatangani 
Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang 
diperlukan, mendaftarkan hak tanggungan tersebut, memberikan dan 
menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang 
disetujui oleh Pemberi kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 
2) Syarat Sahnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan 
sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila diperlukan yaitu 
dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan 
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PPAT, maka diperkenankan penggunaan SKMHT. Surat Kuasa 
tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak tanguungan dan 
harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya. 
Sahnya suatu SKMHT selain dar harus dibuat dengan akta notariil 
atau akta PPAT, menurut pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak 
Tanggungan harus pula memenuhi persyaratan SKMHT yang dibuat 
itu: 
a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan lain daripada 
membebankan hak tanggungan; 
b. Tidak memuat kuasa substitusi; 
c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak tanggungan, jumlah utang 
dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur 
apabila debitur bukan pemberi hak tanggugan. 
Menurut penjelasan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hak 
Tanggungan, tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa 
yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa 
yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan 
Akta Pembuatan Hak Tanggungan, Selanjutnya di dalam juga 
dikemukakan bahwa PPAT wajib menolak permohonan untuk 
membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan apabila SKMHT tidak 
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dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi 
persyaratan tersebut di atas.34 
3) Penetapan Batas Waktu Berlakunya SKMHT 
Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan 
bahwa pada asasnya SKMHT terhadap tanah-tanah yang sudah 
terdaftar hanya berlaku 1 (satu) bulan dan wajib diikuti dengan 
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, keculi untuk tanah-
tanah yang belum terdaftar SKMHT berlaku 3 (tiga) bulan dan wajib 
diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanguungan (Pasal 15 
ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan). 
Adanya pembatasan jangka waktu berlakunya SKMHT, membuat 
si penerima kuasa (kreditur) tidak bisa berpegang pada kuasa itu saja, 
tetapi terpaksa harus dalam jangka waktu berlakunya kuasa tersebut, 
atas nama pemberi kuasa melaksanakan Akta Pemberian Hak 
Tangggungan. Jadi Hak Tanggungan, yang pada asasnya merupakan 
“hak”, dengan dibuatnya SKMHT, sesudah sampai batas waktu 
tertentu, berubah menjadi suatu “kewajiban”.35 
Ketentuan batas waktu dalam SKMHT tersebut dan dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan serta mengingat kepentingan golongan 
ekonomi lemah, maka ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku 
terhadap kredit-kredit tertentu, sebagaimana yang telah diatur dalam 
                                                             
34Remy Syahdeni. 2000. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 
Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak 
Tanggungan. Bandung. Alumni. Hal.105. 
35Satrio. 2000. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak tanggungan Buku 2. 
Bandung. Citra Aditya. Hal.196. 
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Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu SKMHT untuk 
Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. Kredit-kredit tertentu ini 
antara lain: Kredit Koperasi Unit Desa, Kredit Usaha Tani, Kredit 
Koperasi Primer untuk anggotanya, Kredit Pemilikan Rumah ukuran 
tertentu, Kredit Produktif yang besarnya tidak melebihi 
Rp.50.000.000,00, seperti Kredit Umum Pedesaan (BRI), Kredit 
Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah)36, maka 
SKMHT dimana berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya 
perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang bersangkutan. Jadi kalau 
perjanjian kreditnya berakhir, maka SKMHT itu juga berakhir pula. 
Penentuan batas waktu berlakunya SKMHT untuk jenis-jenis kredit 
tersebut dilakukan oleh menteri yang berwenang di bidang pertanahan 
setelah mengadakan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Gubernur 
Bank Indonesia, dan pejabat lain yang terkait. 
 
4.  Eksekusi Hak Tanggungan 
Terdapat beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian 
eksekusi, yaitu: 
a. Ridwan Syahrani: eksekusi/ pelaksanaan putusan Pengadilan tidak 
lain adalah realisasi dari pada apa yang merupakan kewajiban dari 
pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang 
                                                             
36Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 
Tahun 1996. 
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merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana 
tercantum dalam putusan pengadilan. 
b. Sudikno Mertokusumo: pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi 
pada hakekatnya adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang 
bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam 
putusan tersebut. 
c. M. Yahya Harahap: eksekusi sebagai tindakan hukum yang 
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu 
perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses 
pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksekusi tidak lain daripada 
tindakan yang berkesinambungan dan keseluruhan proses hukum 
antara perdata. Jadi eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib berita acara yang 
terkandung dalam HIR atau RBg. 
d. Soepomo: hukum eksekusi mengatur cara dan syarat -syarat yang 
dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang 
berkepentingan untuk menjalankan putusan Hakim, apabila yang 
kalah tidak bersedia dengan sukarela memenuhi putusan yang tidak 
ditentukan dalamUndang-Undang. 
Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga macam jenis pelaksanaan 
putusan (eksekusi), yaitu :37 
                                                             
37Ngadenan, Op.cit. 
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a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk 
membayar sejumlah uang. Dalam eksekusi ini prestasi yang 
diwajibkan adalah membayar uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 
196 HIR atau Pasal 206 Rbg. 
b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu 
perbuatan. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 
Rbg. Orang tidak dapat dipaksa memenuhi prestasi berupa 
perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta 
pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai 
dengan uang. 
c. Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang 
memerintahkan pengosongan benda tetap. Di dalam hal orang yang 
dihukum oleh hakim untuk mengosongkan benda tetap tidak mau 
memenuhi perintah tersebut, maka hakim akan memerintahkan 
dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan Panitera 
Pengadilan, agar barang tersebut dikosongkan oleh orang yang 
dihukum beserta keluarganya. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 
1033 Rv, sedangkan dalam HIR hanya mengenal eksekusi riil ini 
dalam penjualan lelang termuat dalamm Pasal 200 ayat 11 HIR 
Pasal 218 Rbg. 
Eksekusi hak tanggungan sendiri diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-
undang hak tanggungan yang menyatakan bahwa: 
“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 
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a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau; 
b. Titel eksekutorial yng terdapat dalam sertifikat hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum 
menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak 
tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-
kreditor lainnya.    
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang hak tanggungan 
tersebut, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui tiga cara, 
yaitu:38 
1. Pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang hak 
tanggungan. 
2. Eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat 
Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 
ayat 2. Irah-irah (kepala putusan) yang dicantumkan pada 
sertifikat hak tanggungan memuat kata-kata “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” dimaksudkan untuk 
menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak 
tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk 
dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan 
                                                             
38Yordan Demesky, 2011. Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai 
Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT Bank Permata Tbk. Tesis tidak dipublikasikan, 
Universits Indonesia, Jakarta, hal.  
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dengan menggunakan lembaga parate executive sesuai dengan 
hukum acara perdata. 
3. Eksekusi dibawah tangan yaitu penjualan objek hak 
tanggungan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan 
berdasarkan kesepakatan dnegan pemegang hak tanggungan 
jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi. 
Sesuai Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-undag hak tanggungan 
dijelaskan bahwa titel eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang hak tanggungan 
dappat dijadikan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan 
umum menurut tata cara sesuai dengan perundnag-undangan. Adapun 
dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang hak tanggungan 
dikemukakan tiga jenis eksekusi hak tanggungan yaitu:39 
1. Apabila debitur cidera janji, maka kreditor berdasarkan hak 
pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual obyek hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-
undang hak tanggungan, obyek hak tanggungan dijual melalui 
pelelangan umum. 
2. Apabila debitur cidera janji, berdasarkan titel eksekutorial yang 
terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang hak 
tanggungan dijual melalui pelelangan umum. 
                                                             
39Ibid 
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3. Atas kesepakatan pemberi dan pemenang hak tanggungan, 
penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 
tangan jika dengan demikian akan diperoleh harga tertinggi 
yang menguntungkan. 
 
5. Parate Eksekusi menurut Undang-Undang Hak Tanggungan 
 Parate Eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri 
oleh kreditur (berpiutang) tanpa melalui hakim/pengadilan. Jadi parate 
eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual 
barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai “title” eksekutorial. 
Pada dasarnya seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu 
perjanjian dari seorang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus 
meminta bantuan pada pengadilan. Untuk melaksanakan rill eksekusi 
harus dipenuhi satu syarat, yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat 
berlakunya suatu azas hukum, yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi 
hakim sendiri.40 
Namun dengan adanya parate eksekusi, maka memberikan kepastian 
dan kedudukan kreditur akan semakin terlindungi apabila debitur cidera 
janji/wanprestasi, karena debitur seolah-olah telah menyisihkan sebagian 
atau seluruh kebendaannya untuk pelunasan hutangnya di kemudian hari. 
Sebenarnya istilah parate eksekusi secara tersurat tidak pernah tertuang 
dalam peraturan perundang-undangan. Istilah parate eksekusi sebagaimana 
                                                             
40 Dudi Iskandar SH. Memahami Parate Eksekusi. http://www.gresnews.com/ . Diakses 
pada 4 Desember 2017. 
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yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya secara etimologis berasal 
dari kata “paraat” yang artinya siap ditangan, sehingga parate eksekusi 
dikatakan sebagai sarana yang siap di tangan. Menurut kamus hukum, 
parate eksekusi mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa 
melewati proses pengadilan atau hakim.41 
Pengertian parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin, yaitu 
kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Parate eksekusi 
diberikan arti bahwa jika debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan 
eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan, 
tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara, untuk itu ada 
aturan mainnya sendiri. Tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu 
melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya 
lebih murah.42 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi dikatakan sebagai 
kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui lembaga 
perlelangan umum tanpa melalui fiat Ketua Pengadilan. 
Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
istilah parate eksekusi secara implicit justru tersurat dan tersirat, 
khususnya diatur dalam penjelasan umum angka 9 UUHT yang 
menyebutkan: 
“Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti 
dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun 
                                                             
41Puspa, Yan Pradana.2000. Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda-Indonesia-
Inggris. Semarang. Aneka. Hal.655. 
42Herowati Poesoko. Op.Cit. Hal.242. 
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secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum 
Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan 
secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam 
undang-undang ini, yaitu mengatur lembaga parate eksekusi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR dan pasal 258 RBg” 
 
Penjelasan umum tersebut diatur dengan maksud pembentuk UUHT 
menyatakan meskipun pada dasarnya eksekusi secara umum diatur oleh 
Hukum Acara Perdata, namun untuk membuktikan salah satu cirri hak 
tanggungan terletak pada pelaksanaan eksekusinya adalah mudah dan 
pasti. Oleh karena itu secara khusus ketentuan eksekusi hak tanggungan 
diatur lembaga parate eksekusi.43 
 
C. Tinjauan Tentang Kredit KPR dengan Jaminan SKMHT menurut 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan 
Batas Waktu Berlakunya SKMHT untuk menjamin jenis-jenis kredit 
tertentu. 
 
1.Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta 
menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan social 
masyarakat dalam membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya 
bangsa serta pembinaan watak anggota keluarga, dimana pembangunan 
perumahan dan kawasan pemukiman, baik berupa pembangunan perumahan 
baru maupun pembangunan perumahan di pedesaan dan perkotaan, 
                                                             
43Ibid. Hal.254. 
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bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik 
dalam jumlah maupun kualitas dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan 
akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan 
sejahtera. 
Pemenuhan kebutuhan perumahan sangat diperlukan karena setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar 
manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya 
membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, yang merupakan salah satu 
dari tujuan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan itu semya, maka 
pemerintah lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan 
dalam pemilikan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
dengan melalui fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah.44 
Salah satu program yang kina dipacu untuk meningkatkan harkat dan 
martabat golongan ekonomi menengah ke bawah ini adalah pembangunan di 
bidang perumahan dan pemukiman yang layak huni serta memenuhi syarat 
lingkungan. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
disebutkan, bahwa pembangunan bidang perumahan dan pemukiman 
ditujukan antara lain: 
                                                             
44Baca Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman. 
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1. Pembangunan perumahan dan pemukiman, diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta 
menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan 
social masyarakat dalam membentuk lingkungan serta persemaian nilai 
budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga, dimana 
pembangunan perumahan dan pemukiman, baik berupa pembangunan 
perumahan baru maupun pembangunan perumahan di pedesaan dan 
perkotaan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitas dalam lingkungan 
yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan 
rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera. 
2. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu lebih disinkat dan 
diperluas, sehingga dapat semakin rata dan menjangkau masyarakat 
masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan senantiasa 
menmperhatikan tata ruang dan keterkaitan dengan lingkunan social di 
sekitarnya. 
3. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat mendorong 
kegiatan pembangunannya dengan memperhatikan prinsip swadaya 
dan gotong royong, disamping meningkatkan perkembangan 
pembangunan di sector lain. 
4. Penciptaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, 
bersih, dan aman perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui 
pembangunan prasarana, penyediaan air bersih, fasilitas social dan 
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ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi, fasilitas rekreasi dan 
olahraga, serta prasarana olahraga, serta prasarana lingkungan, 
termasuk fasilitas penanganan air limbah, disertai upaya peningkatan 
kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat, baik di pedesaan 
maupun di perkotaan, agar semakin banyak rakyat mendiami rumah 
sehat dalam lingkungan pemukiman yang sehat pula. 
Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan 
pemerintah, dimna masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek 
pembangunan, sedangkan pemerintah melalui instansi terkait menciptakan 
berbagai fasilitas dan kemudahan yang memungkinkan program tersebut 
dapat terwujud. 
Salah satu upaya telah ditempuh dan terus akan dilaksanakan oleh 
pemerintah, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi 
menengah kebawah, khususnya di bidang perumahan dan pemukiman, 
adalah penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
Perjanjian KPR adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk 
digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan 
tanahnya guna dimiliki atau dihuni. Dalam perjanjian ini biasanya debitur 
memberikan jaminan berupa rumah atau tanah yang dibeli dengan fasilitas 
kredit dari bank tersebut. 
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Pihak-pihak dalam perjanjian KPR ada 3 (tiga) pihak yang terkait, 
yaitu:45 
1. Pihak Debitur (Konsumen) yaitu pihak pembeli rumah yang dibangun 
oleh developer dengan uang yang dipinjam dari bank; 
2. PihakKreditur yaitu pihak bank sebagai bank penyandang dana yang 
memberikan bantuan fasilitas kredit dalam bentuk uang yang 
dipergunakan oleh debitur untuk membayar rumah yang dibeli dari 
developer; 
3. Developer adalah pengembang dari pembangun proyek-proyek 
perumahan yaitu rumah-rumah yang dijual kepada pembeli baik secara 
tunai maupun kredit. 
Debitur atau konsumen yang ada pada para pihak urutan pertama, yaitu pada 
saat akta jual beli antara developer dengan calon pembeli rumah yang 
dibuat, maka disebut sebagai pembeli, namun begitu dibuatkan perjanjian 
kredit bukan lagi disebut sebagai pembeli melainkan sebagai debitur yang 
berkewajiban melunasi hutang yang akan dibuat untuk membayar rumah 
pada developer. 
 
2.Kriteria Kredit KPR yang dapat dijamin dengan SKMHT menurut 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu 
                                                             
45Tanpa Nama. Studi SKMHT dalam Perjanjian KPR. http://legalbanking.wordpress.com/ 
, diakses pada 25 November 2017. 
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SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu yang mengatur 
tentang pengecualian jangka waktu berlakunya SKMHT, dijelaskan bahwa 
jangka waktu SKMHT dapat berlaku sampai pada saat berakhirnya masa 
perjanjian pokok atau sampai dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah, dan 
hanya diberlakukan untuk jenis-jenis kredit kecil tertentu. 
Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa: 
“SKMHT untuk jenis kredit-kredit tertentu, berlaku sampai saat 
berakhirnya masa berlakunya perjanjian kredit yang bersangkutan”, 
Maksudnya adalah, masa berlakunya SKMHT disini ditentukan oleh 
masa berlakunya kredit untuk mana diberikan “jaminan” dalam bentuk 
SKMHT.46 
Selanjutnya SKMHT yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis 
kredit KPR di bawah ini: 
A. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah 
sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 meter 
persegi, dan luas bangunan tidak lebih dari 70 meter persegi; 
B. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kapling Siap Bangun (KSB) 
dengan luas tanah 54 meter persegi sampai dengan 72 meter persegi, 
dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya; 
C. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b. 
Kemudian dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1996 menentukan sebagai berikut: 
                                                             
46 Ibid. 
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SKMHT yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit di 
bawah ini salah satunya adalah KPR dengan luas tanah maksimum 200 
meter persegi dan luas bangunan rumah dan toko tersebut masing-masing 
tidak lebih dari 70 meter persegi dengan plafond tidak melebihi 
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan obyek hak 
tanggungan berupa hak atas tanag yang pensertifikatannya sedang dalam 
pengurusanm berlaku sampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya 
sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. 
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu SKMHT 
untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu ini dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan nasional serta mengingat kepentingan golongan 
masyarakat dengan ekonomi lemah untuk dapat memperoleh rumah dengan 
cara kredit KPR dengan syarat yang mudah yaitu hanya menggunakan 
jaminan SKMHT. 
 
D. Teori Efektivitas Hukum 
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 
kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari 
penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 
karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.47 
                                                             
47 Barda Nawawi Arief. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Ctk Ketiga. Bandung. Citra 
Aditya. Hal.67. 
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Ketika berbicara sejauh mana efektivitas  hukum, maka kita pertama-tama 
harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati 
jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 
sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan 
adalah efektif.48 
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 
oleh taraf kepatutan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 
hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatutan yang tinggi 
adalah indicator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 
hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 
berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan 
hidup.”49 
Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 
oleh 5 (lima) faktor, yaitu:50 
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini peraturan perundang-
undangan; 
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
dan diterapkan; 
                                                             
48 Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi. Edisi Pertama. Jakarta. Rajawali Press. Hal.375. 
49 Soerjono Soekanto. 1985. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung, Remaja 
Karya. Hal,7. 
50 Ibid. 
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5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 
Bronislav Molinoswki, Clerence J. Dias,  dan Murmer. Bronislav Molinoswki 
mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian social atau hukum, 
hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) 
masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan 
masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 
spesialisasi di bidang industry dan pemakaian teknologi canggih, di dalam 
masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegaskan oleh pejabat yang 
berwenang.51 
Selanjutnya pendapat dari Clerence J. Dias menyebutkan bahwa terdapat 5 
(lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum, meliputi:52 
1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap; 
2. Luas atau tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan yang bersangkutan; 
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai 
dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan 
dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga 
masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses 
mobilisasi hukum; 
                                                             
51 Salim H.S., dan Erlies Septiani. Op.Cit. Hal.308. 
52 Clerence J Dias. 1975. Research on Legal Service and Poverty, its Relevance to the 
Design of Legal Service Program in Developing Countries. Washington. P150. 
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4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 
mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan 
tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; 
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan 
warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-
pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. 
Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunanto 
yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:53 
1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target; 
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh orang yang menjadi target hukum; 
3. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat 
mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah 
dilaksanakan daripada hukum mandatur; 
4. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadamkan 
dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat 
untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat 
sanksi yang diancam harus proposional dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan. 
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah 
kepatutan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya 
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telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya suatu yang 
ditetapkan dalam hukum ini. 
Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana 
seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas 
adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia 
sebenarnya bukan hukum itu sendiri. Selain itu William Chamblish dan 
Robert Bseidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat 
dipengaruhi oleh  semua kekuatan dari individu masyarakat yang melingkupi 
seluruh proses.54 
Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan 
suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu 
perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat 
jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori atau dengan 
kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara keduanya.55 
Bustanull Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan 
bahwa dalam Negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah 
hukum apabila didukung oleh 3 pilar, yaitu: 
1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan; 
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis; 
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi. 
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